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Abstrak: Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati
Muna Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat di Kecamatan
Napabalano Kabupaten Muna; (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat
Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi
Pokok Camatdi Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. (3).Untuk mengetahui upaya
camat dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun
2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat, di Kecamatan Napabalano Kabupaten
Muna. Informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang, 1 orang Camat, 1 orang Kepala
seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, 1 orang Kepala seksi Pelayanan Umum
dan Kesejahteraan Sosial, 1 orang Kepala seksi ekonomi dan pembangunan, 3 orang
Kepala Desa/Lurah dan 6 orang Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian ini menujukkan
bahwa: (1) Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas
dan Fungsi Pokok Camat secara umum telah dilaksanakan dengan maksimal hal tersebut
dapat dilihat pada perannya dalam Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat, Mengkordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
Mengkordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, Membina dan
mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan. Pada tugas ini camat telah
melakukan kordinasi dengan para Kepala Desa/Lurah serta dengan tokoh masyarakat
dengan baik sebagaimana dengan yang di amanahkan oleh undang- undang; (2) Faktor-
faktor yang menghambat Camat Napabalano dalam Implementasi Peraturan Bupati Muna
Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat di lingkup wilayah
kecamatan napabalano adalah Sarana-prasarana yang terbatas, Kualitas sumber daya
manusia para pegawai, Keuangan yang tidak sesuai dengan cakupan tugas yang diberikan
serta Kesadaran masyarakat dalam memahami prosedur kepengurusan. (3). Upaya- upaya
yang di lakukan oleh Camat Napabalano untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi
Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat
dilakukan dengan sikap kepemimpinan yang tetap tegas, mengkordinasikan dengan
pemerintah Daerah Kabupaten, memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya
manusia para pegawai,  serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana
prosedur kepengurusan yang baik dikecamatan. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa: Camat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
Napabalano namun belum berjalan maksimal yang disebabkan beberapa faktor
penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Tugas Pokok dan Fungsi Camat
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PENDAHULUAN
Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal
selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki
kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang
dipercaya untuk memimpin suatu  wilayah. Biasanya orang seperti itu disebut
pemimpin. Dari kata pemimpin itu sehingga muncul istilah kepemimpinan. Dalam
kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan
tertentu pada manusia. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam
menentukan tujuan organisasi, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan
budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para
pengikut-pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai
sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan
dukungan dan kerjasama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
menerangkan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang
disebut dengan camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
bupati/walikota melalui sekertaris daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka
implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan,
baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu
menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya
merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah
statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 225 ayat 1 menerangkan
bahwa tugas camat meliputi: a) Menyelenggarakan pemerintahan umum; b)
Mengkordinasikan Kegiatan pemberdayaan masyarakat; c) Mengkordinasikan
upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d) Mengkordinasikan
penerapan dan penegakan perda dan perkada; e) Mengkordinasikan pemeliharaan
sarana dan prasarana pelayanan umum; f) mengkoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kecamatan; g)
Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; h)
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota yang ada di kecamatan; i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Putra (2003) bahwa implementasi adalah  tindakan-tindakan yang
dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan
swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas
dalam keputusan kebijakan. Sementara menurut Harahap (2004) mengemukanan
bahwa implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu kebijakan yang
mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang
dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar
organisasi, interprestasi, dan pelaksanaan. Pemahaman umum mengenai
implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980) bahwa
implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang
dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan
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dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah
tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.
Menurut Winarno, (2007) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-
kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Di dalam siklus perencanaan, implementasi dan evaluasi, implementasi adalah
fase pelakasanaan. Sumber daya manusia dan keuangan harus dialokasikan
dengan baik, struktur organisasional dan sistem harus bekerja sesuai dengan
fungsinya dan kebijakan internal serta prosedur harus dikembangkan
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah secara otomatis Implementasi kebijakan otonomi daerah ini
mendorong terjadinya perubahan secara structural, fungsional dan kultural dalam
keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan
yang sangat esensial adalah yang berkenan dengan kedudukan, kewenangan,
tugas, dan fungsi Camat.
Dalam  Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun  2008 Camat adalah pemimpin
dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari
bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Hal ini sejalan dengan apa yang
diungkapkan oleh Bayu Suryaningrat (1981) yang mengatakan, bahwa Camat
merupakan seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang
biasanya terdiri dari beberapa Desa. Berarti Camat merupakan pejabat yang
mengepalai suatu wilayah yang bernama kecamatan. Dari batasan pengertian
diatas, maka Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu
Wilayah administratif yang terendah yang biasanya terdiri dari beberapa desa
yang disebut dengan Kecamatan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan tugas dan fungsi pokok camat
tertuang dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 225 ayat (1) yang
menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (6);
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaaprasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Dalam menjalankan aktifitas didalam sebuah organisasi pemerintahan
seorang camat berdasarkan tugas dan fungsinya dalam lingkup daerah Kabupaten
Muna telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 pasal
2 yang dimana tugas pokok camat adalah sebagai berikut :
1. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan
5. Membina dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan oleh pemerintah
Dalam melaksanakan kinerjanya banyak masalah yang dihadapi oleh
aparatur pemerintah, tidak terkecuali seorang camat dalam mejalankan tugas dan
fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi kinerjanya.  Menurut Wasistino (2009) faktor- faktor yang
mempengaruhi kinerja pegawai dalam menjalankan pemerintahan yaitu :
1. Faktor Sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pemerintahan sangat
mempengaruhi pelayanan publik karena pada dasarnya sarana dan prasarana
adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan oleh
publik karena apabila hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang
dilakukan tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Faktor Kualitas Sumber daya manusia, sumber daya manusia  merupakan
salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan birokrasi
publik yang menempatkan pada pengembangan kapsitas sumber daya
manusia sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
diarahkan pada peningkatatan kapasitas seseorang, lembaga, dan praktek
yang akan bersama-sama memungkinkan negara- negara dikawasan itu untuk
mencapai tujuan mereka.
3. Faktor Anggaran yang memadai, birokrasi dalam menjalankan pemerintahan
membuntuhkan input anggaran apabila hal ini tidak terpenuhi maka
penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat atau tidak akan berjalan
dengan baik.
4. Faktor kesadaran Masyarakat adalah faktor yang mempengaruhi kinerja
pemerintah yang berasal dari dinamika masyarakat serta tumbuh kembangnya
masalah yang dihadapi oleh pihak masyarakat sebagai pihak yang dilayani.
Menurut Mangkunegara (2011) ada beberapa cara yang dapat dilakukan
oleh seorang pemimpin dalam mengatasi hambatan dalam penyelenggaran
Organisasi yaitu :
1. Kepemimpinan yang tegas, Artinya seorang pemimpin dalam sebuah
organisasi harus memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan
bawahanya sehingga dapat menunjukan kepada bawahanya untuk bergiat,
berdaya upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan.
2. Memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Istilah
pelatihan dan pengembangan adalah berkaitan dengan usaha berencana, yang
diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skil, pengetahuan, sikap- sikap
pegawai atau anggota organisasi.
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Kecamatan Napabalano merupakan kecamatan yang ada dikabupaten
Muna yang memiliki luas wilayah 105,47 KM2, dan terbagi atas 4 (Empat) Desa
dan 2 (Kelurahan) diantaranya Desa Pentiro, Desa Lambiku, Desa Langkumapo
dan Desa Napalakura, serta Kelurahan Napabalano dan Keluaran Tampo. Pada
kantor kecamatan Napabalano, masih terdapat beberapa persoalan belum sesuai
dengan amanah peraturan Bupati Muna tentang tugas dan fungsi pokok camat,
baik dari segi pelayanan, pelaksannan pembangunana yang tidak merata, serta
kurangnya sarana dan prasarana pelayan umum. Kurangnya Sumber Daya
Manusia para Pegawai Kecamatan masih cenderung melakukan pekerjaan yang
bersifat rutinitas dan terkesan kurang kreatif, sehingga mengakiabatkan dalam
pengimplementasian tugas-tugas yang diembankan kepada para pegawai
kecamatan tidak berjalan maksimal. Sarana dan prasana juga menjadi salah satu
permaslahan penting bagi terlaksananya pelimpahan wewenang, tanpa ada sarana
dan prasarana ini dapat menghambat dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang.
Berdasarkan permasalah diatas maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian
dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Muna No. 44 Tahun 2016 Tentang
Tugas Pokok Camat (Studi Kantor Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna )
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan
menggambarkan situasi secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta
serta fenomena yang diteliti mengenai implementasi peraturan Bupati Muna No.
44 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi pokok Camat sehingga tercipta
pemerintahan yang baik. Informan dalam penelitian ini adalah Camat Napabalano,
kepala seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, kepala seksi pelayanan
umum dan kesejahteraan sosial, kepala seksi ekonomi dan pembangunan, 3 Orang
Kepala Desa/Lurah, Serta 6 orang Tokoh Masyarakat di masing-masing
Desa/Kelurahan Di Kecamatan Napabalano. Pengumpulan data dalam penelitian
ini yaitu Wawancara dan studi dokumen. Teknik Analisis Data menggunakan
deskriptif-kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Tugas dan Fungsi Pokok Camat
1. Mengkordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Beberapa hal yang dilakukan oleh Camat dalam mengkordinasikan kegiatan
pemberdayaan masyrakat adalah dengan mendorong tingkat partisipasi
masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ini, melakukan pembinaan dan
kordinasi yang baik dengan pemerintah Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan
pengembangan taraf hidup masyarakat dibidang pertanian,serta dalam
pengembangan bududidaya perikananan, yang oleh pemerintah kecamatan yang
selalu berkordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan.
2. Mengkordinasikan PenyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum
Kondisi wilayah yang aman dan tentram merupakan hal yang didambakan
oleh masyarakat. Peranan seorang camat dalam mewujudkan kondisi yang aman
dari segala situasi yang mengancam kelangsungan hidup masyrakat sangat
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diperlukan yaitu dengan cara melakukan kordinasi dengan semua pihak
masyarakat khususnya dengan kepolisian, melakukan kordinasi dengan para
kepala desa/lurah, dan para tokoh-tokoh masyarakat. Oleh sebab itu untuk
meminimalisir adanya tawuran antar kelompok masyarakat pemerintah kecamatan
Napabalano selalu berkordinasi dengan pihak kepolisian dan untuk para Kepala
Desa/lurah dianjurkan untuk membentuk hansip dan pos kamling diwilayahnya
masing- masing untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
3. Peran Camat Dalam Mengkordinasikan Pemeliharaan Sarandan Prasarana
Pelayanan Umum
Adapun yang menjadi cakupan tugas camat dalam pemeliharaan prasarana
dan sarana pelayanan umum adalah melakukan kordinasi dengan para kepala
desa/lurah, kepala seksi pelayanan umum kecamatan untuk senantiasa menjaga
dan memelihara fasilitas pelayanaan umum. Dari data infentaris kecamatan
Napabalano yang ada di kantor camat secara umum masih dalam keadaan baik,
namun perlu diketahui bahwa masih banyak terdapat kekurangan sarana dan
prasarana dikecamatan Napabalano seperti fasilitas kerja dalam kantor masih
kurang seperti Komputer dan printer. Penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan
yang baik tentu menjadi prioritas utama dalam menjaga sarana dan prasarana.
4. Peran Camat Dalam Membina dan Mengawasi penyelenggaraan Kegiatan
Desa/Kelurahan
Adapun yang menjadi peranan camat dalam tugas ini adalah memberikan
pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan
dalam bentuk kedisiplinan, memberikan supervisi atau mendorong untuk
mengikuti pelatihan- pelatihan yang berkaitan dengan administrasi
penyelenggaraan pemerintahan. Desa adalah ujung tombak dari organisasi
pemerintahan yang bersentuhan lansung dengan masyarakat olehnya itu para
pegawai didesa/kelurahan perlu dibina dengan baik bagaimana cara
mengimplementasikan tugas- tugas mereka sesuai dengan peraturan bupati muna
Nomor 44 Tahun 2016. pembinaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan
desa/kelurahan telah  dilakukan dengan baik, camat telah berkordinasi dengan
para kepala desa/lurah agar merekomndasikan atau mengutus para pegawai atau
perangkat desa ketika ada pelatihan-pelatihan dikabupaten yang berkaitan dengan
pengembangan kemampuan para aparat desa, dalam upaya memberikan pelayanan
yang maksimal kepada masyarakat.
5. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup
Tugasnya dan/atau Yang Belum Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten
Yang ada di Kecamatan.
Memberikan pelayanan yang maksimal adalah tuntutan semua masyarakat.
Camat Napabalano dalam tugas ini harus mampu melakukan perencanaan
kegiatan pelayanan, baik pelayanan yang berkaitan dengan pembuatan kartu tanda
penduduk, kartu keluarga, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan
kebutuhan masyarakat. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa camat
memiliki peran dalam setiap bagian, peranan camat dalam menjalankan tugas-
tugasnay sudah maksimal hal ini dibuktikan dengan kemampuan camat dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun terkendala dengan
terbatasnya sarana dan prasarana akan tetapi camat tetap berusaha untuk
memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyrakatnya.
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B. Faktor-Faktor Penghambat Implentasi Peraturan Bupati Muna Nomor
44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat
Kompleksnya tugas yang di emban oleh Camat Napabalano tentunya
menambah permasalahan bagi kecamatan. Ada beberapa faktor yang menghambat
kinerja Camat Napabalano dalam mengimplementasikan peraturan Bupati Muna
Nomor 44 Tahun 2016 seperti Sarana-prasarana, Kualitas sumber daya manusia,
Keuangan yang tidak sesuai dengan cakupan tugas yang diberikan, kesadaran
masyarakat yang belum memahami prosedur kepengurusan. Dari hasil wawancara
dapat dipahami bahwa faktor-faktor utama yang menghambat kinerja camat dalam
menjalankan tugas pemerintahan di Kecamatan Napabalano adalah faktor Sarana
dan Prasarana yang kurang lengkap, Kualitas sumber daya manusia para pegawai
serta Keuangan yang tidak sesuai dengan cakupan tugas yang diberikan.
C. Upaya-upaya Camat Dalam Mengatasi Hambatan Implentasi Peraturan
Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Pokok
Camat
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Camat Napabalano untuk mengatasi
masalah yang menjadi hambatan dalam implementasi peraturan Bupati Muna
Nomor 44 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi pokok camat untuk meningkatkan
kinerja dilakukan dengan sikap kepemimpinan yang tetap tegas, melakukan
kordinasi dengan pemerintah daerah, serta Memberikan pelatihan dan
pengembangan sumber daya manusia para pegawai, memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang prosedur kepengurusan. Selain itu camat sering
memberikan kebebasan kepada para pegawai untuk dapat mengembangkan
potensi,keahlian/keterampilan yang ada mengenai dunia teknologi dan informasi
agar mendapatkan sumber daya manusia yang lebih berkualiatas dan berdaya guna
sehingga keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana dan keterbatasan
lainnya dapat diatasi. Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa upaya-
upaya yang dilakukan camat untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dilakuakan dengan sikap Kepemimpinan yang tetap tegas,
Melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah, Memberikan pelatihan dan
pengembangan sumber daya manusia para pegawai dengan cara mengikuti
pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan potensi yang tujuannya untuk




Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas
dan Fungsi Pokok Camat  secara umum telah dilaksanakan dengan maksimal
hal tersebut dapat dilihat pada perannya dalam Mengkordinasikan kegiatan
pemberdayaan masyarakat, Mengkordinasikan  penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum, Mengkordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana
pelayanan umum, Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan
Desa/Kelurahan. Pada tugas ini camat telah melakukan kordinasi dengan para
Kepala Desa/Lurah serta dengan tokoh masyarakat dengan baik sebagaimana
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dengan yang di amanahkan oleh undang-undang. Kemudian Dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat Camat Napabalano belum berjalan
maksimal terutama dalam hal pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
hal ini disebabkan keterbatasan fasilitas sarana dan prasana.
2. Faktor-faktor yang menghambat Camat Napabalano dalam Implentasi
Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi
Pokok Camatdi lingkup wilayah kecamatan Napabalano adalah Sarana-
prasarana yang terbatas, Kualitas sumber daya manusia para pegawai,
Keuangan yang tidak sesuai dengan cakupan tugas yang diberikan serta
Kesadaran masyarakat dalam memahami prosedur kepengurusan.
3. Upaya-upaya yang di lakukan oleh Camat Napabalano untuk mengatasi
hambatan dalam Implentasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016
tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat dilakukan dengan sikap kepemimpinan
yang tetap tegas, mengkordinasikan dengan pemerintah daerah kabupaten,
memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia para pegawai,
serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana prosedur
kepengurusan yang baik dikecamatan. Selain itu camat sering memberikan
motivasi dalam efektifitas kerja, memberikan kebebasan pegawai untuk dapat
mengembangkan potensi,keahlian/keterampilan yang ada mengenai dunia
teknologi dan informasi agar mendapatkan sumber daya manusia yang lebih
berkualitas dan berdaya saing sehingga yang menjadi hambatan-hambatan
dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diatasi.
Saran
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memaksimalkan Implentasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun
2016 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat, maka perlu di optimalkan fungsi
kordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pada pemerintah Kabupaten Muna perlu ada pemberian fasilitas sarana dan
prasarana dan anggaran yang memadai pada pemerintah kecamatan agar dapat
meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya apabila hendak meneliti hal yang sama
dengan penelitian ini, diharapkan metode penelitian dapat dikembangkan lagi
dan dalam pengambilan data lebih dimaksimalkan lagi sehingga hasil
penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai landasan atau literatur untuk
penelitian lebih lanjut.
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